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A. Tinjauan Hukum Ketenagakerjaan
1. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan
Hukum ketenagakerjaan adalah sebagaian dari hukum yang berlaku
yang menjadi dasar dalam mengatur hubungan Kkerja antara tenaga kerja
dengan majikan atau perusahaannya, mengenai tata kehidupan dan tata
kerja yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja tersebut.**
Sedangkan menurut para ahli mengemukakan pendapat mengenai
Hukum Ketenagakerjaan, Menurut Mr.N.E.H. Van Esveld berpendapat
bahwa Hukum Ketenagakerjaan tidak hanya meliputi hubungan kerja
dimana pekerjaan dilakukan di bawah pimpinan, tetapi meliputi pekerjaan
yang dilakukan oleh pekerja yang melakukan pekerjaan atas tanggung
jawab. Menurut Imam Soepomo Hukum Ketenagakerjaan adalah

himpunan peraturanperaturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang
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berkenaan dengan kejadian dimana seorang pekerja dengan menerima
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upah.*

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Hukum

¥ uesijnuad ‘ue

Ketenagakerjaan itu mengatur tentang hubungan antara pekerja dengan

B)SNS NN wizl edue)

Sl

pimpinanya dalam hubungan kerja. Dan berdasarkan beberapa pendapat

21

nery

para ahli hukum dapat disimpulkan beberapa unsur antara lain bahwa
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* G. Karta Sapoetra dan Rience Indraningsih, Pokok-pokok Hukum Peburuhan, (Bandung:
Armico, 1998), h. 2.

* Sendjun Manulang, Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2001), h. 1.
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hukum tenaga kerja berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, mengatur
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hubungan antara pekerja dan majikan dalam hal ini pengusaha, adanya
upah atau balas jasa, dan mengatur perlindungan tenaga kerja.

Ruang lingkup Ketenagakerjaan tidak sempit dan terbatas,

-Buepupn 1Bunpui

kenyataan dalam prakteknya sangat komplek dan multidimensi. Oleh
karena itu, ada benarnya jika hukum Ketenagakerjaan tidak hanya
mengatur hubungan kerja saja tetapi juga mengatur segala hal di luar
hubungan kerja tetapi masih berkaitan dengan Tenaga Kerja. Sedangkan
asas yang digunakan dalam hukum Ketenagakerjaan bertumpu pada Pasal
3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa pembangunan
ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi
fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Pada dasarnya asas
ketenagakerjaan sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya
asas demokrasi, asas adil dan merata.*

Menurut Manulang tujuan dari Hukum Ketenagakerjaan adalah

untuk mencapai keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan dan
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melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari
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pengusaha. Sedangkan menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan

khususnya pasal 4 menegaskan bahwa tujuan pembangunan
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kerja secara optimal dan manusiawi, adanya pemerataan kesempatan kerja,
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untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan
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% Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 2003), h. 6.
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kesejahteraan serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan

keluarganya.*’
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2. Pengertian Tenaga kerja

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang ketenagakerjaan. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu
melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat.*® Sedangkan menurut Imam Soepomo
adalah seorang yang bekerja pada orang lain dengan menerima upah,
Setiap orang yang menetap dalam suatu wilayah Negara, jadi disebut
tenaga kerja dapat pula di sebut cukan tenaga kerja, dapat warga Negara
dapat pula orang asing.*°

Pengertian Tenaga Kerja di atas sejalan dengan pengertian Tenaga
Kerja menurut konsep Ketenagakerjaan pada umumnya. Dapat Kita
simpulkan bahwa Tenaga kerja terdiri dari berbagai tingkatan, dengan

fungsi dan hak berlainan antara kelompok yang satu dengan yang lainya,
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sesungguhnya mempunyai tujuan yang sama yaitu demi produktifitas
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perusahaan dan peningkatan kesejahteraan hidup dari yang bersangkutan.®
Dari pengertian diatas jelaslah bahwa tenaga kerja yang sudah

bekerja yang dapat disebut pekerja. Istilah pekerja atau buruh yang
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*" Sendjun Manulang, Op. Cit., h. 2.
* Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta: PT. Grafindo
Persada, 2006), h. 15.
‘5‘3 Sehat Damanik, Hukum Acara Perburuhan, (Jakarta: Dss Publising, 2004), h. 2.
Ibid., h. 5.
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buruh atau pekerja menyandingkan kedua istilah tersebut. Munculnya
istilah buruh atau pekerja yang di sejajarkan disebabkan selama ini
pemerintah menghendaki agar istilah buruh diganti dengan istilah pekerja
karena istilah buruh selain berkonotasi pekerja kasar juga menggambarkan
kelompok yang selalu berlawanan dengan pihak majikan . Karena itu pada
era Orde Baru istilah serikat buruh di ganti dengan istilah pekerja.>
Asas dan Tujuan Hukum Ketenagakerjaan
Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 3
menyebutkan bahwa: Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas
asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral
pusat dan daerah. Asas ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas
pembangunan nasional yakni asas demokrasi, asas adil dan merata Karena
pembangunan Ketenagakerjaan menyangkut dan terkait dengan berbagai
pihak antara lain Pemerintah, pengusaha, dan pekerja atau buruh oleh
karena itu dalam pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan
dengan terpadu dalam bentuk kerja sama yang saling mendukung.
Sedangkan tujuan dari Hukum Ketenagakerjaan menurut Manulang
adalah:
a. Untuk melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan.
b. Untuk melindungi tenaga kerja dari kekuasaan yang tidak terbatas dari

pengusaha.

*! Lalu Husni, Op. Cit., h. 20.
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Sedangkan tujuan pembangunan ketenagakerjaan menurut Pasal 4

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah :

Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan
manusiawi.

Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga
kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional.
Meberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan
kesejahteraan.

Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Macam-Macam Tenaga Kerja

Menurut statusnya pekerja dibedakan menjadi tiga antara lain yaitu :

a.

Pekerja borongan adalah pekerja yang bekerja pada suatu perusahaan
dengan menerima upah berdasarkan hasil pekerjaan yang dilakukan
oleh pekerja.

Pekerja harian adalah pekerja yang bekerja pada perusahaan/majikan
untuk melakukan pekerjaan tertentu dan berubah-ubah dalam
waktu/volume perubahan dengan menerima upah yang didasarkan
pada kehadiran pekerja pada hari itu.

Pekerja tetap adalah pekerja yang bekerja pada perusahaan/majikan
dengan menetap dan menerima upah.

Hak-Hak Tenaga Kerja

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 merupakan Undang-

Undang Tenaga Kerja yang mengatur hak-hak tenaga kerja yaitu, Setiap

Tenaga Kerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas

keselamatan kerja dan kesehatan kerja (Pasal 86), Setiap Tenaga Kerja dan

keluarganya berhak memperoleh Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Pasal 99),

Hak-hak sebagai tenaga kerja yaitu :

a.

Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama
tanpa diskriminasi dari pengusaha.

b. Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan atau meningkatkan

dan atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat,
minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.

°2 Abdul Khakim, Op. Cit., h. 14.
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Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah

menikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja

pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat

kerja.

Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak

pengakuan kualifikasi kompetensi kerja perusahaan atau lembaga

sertifikasi.

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk

memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh

penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.

Pekerja atau buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5

(satu setengah) bulan selama saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu

setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter

kandungan atau bidan.

Pekerja atau buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan

berhak memperoleh 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat

dokter kandungan atau bidan.

Pekerja atau buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus

diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu

harus dilakukan waktu kerja.

Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh

perlindungan atas :

Keselamatan dan kesehatan kerja.

Moral dan kesusilaan.

Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta

nilainilai agama.

J. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang
memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusian

k. Setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak untuk
memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.

I. Setiap pekerja atau buruh berhak membentuk dan menjadi anggota
dan serikat pekerja atau serikat buruh.

m. Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja atau buruh atau dan serikat
pekerja atau serikat buruh dilakukan secara sah tertib dan damai
sebagai akibat gagalnya perundingan.

Sedangkan menurut Ridwan Halim hak tenaga kerja yaitu :

a.

b.

Imbalan kerja (gaji, upah dan sebagainya) sebagaimana telah
diperjanjikan setelah ia melakukan kewajibanya.

Fasilitas dan berbagai tunjangan atau dana bantuan yang menurut
perjanjian akan diberikan oleh pihak majikan atau perusahaan
kepadanya.

Perlakuan yang baik atas dirinya melalui penghargaan dan
penghormatan yang layak, selaras dengan harkat dan martabatnya
sebagai manusia.
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Perlakuan yang adil dan seimbang antara dirinya dan kawan-kawanya
dalam tugas dan penghasilanya masing-masing dalam angka
perbandingan yang sehat.

Jaminan kehidupanya yang wajar dan layak dari pihak majikan.
Jaminan perlindungan keselamatan diri dan kepentinganya selama
hubungan kerja berlangsung.

Penjelasan dan kejelasan status, waktu dan cara kerjanya pada majikan
atau perrusahaan.”

6. Kewajiban Tenaga Kerja

Tenaga kerja berkewajiban sebagai berikut :

Melaksanakan tugas dan kewajibanya sebagaimana telah diperjanjikan
sebelumnya menurut kemampuanya dan sebaik-baiknya. (Pasal 1603
KUHPerdata).

Melaksanakan tugas pekerjaanya sendiri, tanpa bantuan atau
penggantian orang lain diluar ijin atau pengetahuan majikannya. (Pasal
1603 a KUHPerdata).

Menaati segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di perusahaanya
yang telah ditetapkan majikan berdasarkan Undang-Undang, perjanjian
atau kebiasaan yang layak (Pasal 1603 b KUHPerdata).

Melakukan tugas dan segala kewajibanya secara layak dalam arti
menurut kepatutan dan kepantasan baginya untuk bertindak menurut
keperluannya (Pasal 1604 d KUHPerdata).

Melaksanakan tugas dan segala kewajibanya secara layak dalam arti
menurut kepatutan dan kepantasan baginya untuk bertindak menurut
keperluanya (Pasal 1604 d KUHPerdata).>

7. Hubungan kerja

Menurut Imam Soepomo Hubungan Kerja adalah suatu hubungan

antara seorang buruh dan seorang majikan, di mana huubungan kerja itu
; terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara kedua pihak. Di satu pihak
g pekerja bersedia bekerja dengan menerima upah dan pengusaha

mempekerjakan pekerja dengan memberi upah.> Sedangkan menurut Lalu

U

* Ridwan Halim, Hukum Perburuhan Dalam Tanya Jawab, (Jakarta: Ghalia Indonesia,
2005), h. 45.

> Ibid., h. 4.

% Zaeni Asyhadie, Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia,
(Jakarta: Rajawali Press, 2007), h. 3.
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Husni, Hubungan Kerja adalah hubungan antara buruh dan majikan setelah
adanya perjanjian kerja, yaitu suatu perjanjian di mana pihak buruh
mengikatkan diri pada pihak majikan untuk bekerja dengan mendapatkan
upah, dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan si
buruh dengan membayar upah.®

Jadi, intinya sama dengan perumusan hubungan Kkerja dalam
UndangUndang No. 13 Tahun 2003, yaitu hubungan kerja ada setelah
dibuatnya suatu perjanjian kerja. Perjanjian kerja dalam Pasal 160l1a KUH
Perdata disebut dengan persetujuan perburuhan, yaitu Persetujuan dengan
mana pihak yang satu si buruh mengikatkan dirinya untuk dibawah
perintahnya pihak lain, si majikan untuk waktu tertentu melakukan pekerjaan
dengan menerima upah.”’

Dari beberapa perumusan perjanjian kerja yang melahirkan hubungan
kerja tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur yang terkandung
dalam suatu perjanjian kerja adalah :

a. Adanya pekerjaan Dalam suatu perjanjian kerja, pekerjaan merupakan
unsur yang terpenting karena pekerjaan merupakan prestasi yang
diperjanjikan oleh pekerja/buruh.

b. Adanya perintah/petunjuk dari pengusaha Perintah atau petunjuk dari
pengusaha juga merupakan unsur yang utama dalam suatu hubungan
kerja karena dengan adanya unsur perintah atau petunjuk dari
pengusaha inilah, suatu “hubungan” itu dapat dikategorikan suatu
hubungan kerja.

c. Adanya upah Secara umum upah adalah pembayaran yang diterima
oleh pekerja atau buruh selama ia melaksanakan pekerjaanya.®

% Zaenal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2004), h. 65.

%" Zaeni Asyhadie, Op. Cit., h. 3.

% Ibid., h. 5.
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Karena Jaminan sosial umumnya berkaitan dengan sistem pembayaran
upah kepada pekerja/buruh, berikut secara ringkas akan diuraikan sistem
pembayaran upah dalam hukum kerja (hukum ketenagakerjaan Bidang
hubungan Kkerja). Ada beberapa jenis atau sistem pembayaran upah,
diantaranya adalah :

a. Sistem upah jangka waktu Dengan sistem upah jangka waktu ini
pembayaranya dilakukan dengan sistem jangka waktu tertentu
misalnya harian, mingguan, bulanan. Dalam kaitanya dalam
pembahasan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam UU
No. 3 Tahun 1992 yang menjadi patokan dalam pembayaran iuran
peserta jaminan sosial adalah sistem pembayaran upah secara bulanan
dengan demikian :

1. Jika upah dibayarkan secara harian, maka upah sebulan sama
dengan upah sehari dikalikan tiga puluh

2. Jika upah dibayarkan secara borongan atau satuan maka upah
sebulan dihitung dari upah rata-rata tiga bulan terakhir.

3. Jika pekerjaan tergantung dari keadaan cuaca yang upahnya
didasarkan pada upah borongan, maka upah sebulan dari rata-rata
dua belas bulan terakhir.

b. Sistem pembayaran borongan Sistem upah borongan pada umumnya
untuk menggantikan sistem upah jangka waktu jika hasil pekerjaanya
tidak memuaskan. Namun demikian upah borongan ini hanya bisa
digunakan jika hasil pekerjaanya dapat diukur dengan suatu ukuran
tertentu misalnya diukur dari beratnya, banyaknya, dan sebagainya.

c. Sistem upah permufakatan Suatu sistem pembayaran upah dengan cara
memberikan upah kepada pengurus suatu kelompok pekerja tertentu,
dan nantinya ketua kelompok akan membagikan kepada para
anggota.”

AIE

Jelw|!

AUS

1sSn
ueMjngaAusw Uuep ugyuwnjueduaw eduegj

=] I
WIS

L

I

B: Tinjauan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
1. Hubungan Kerja
Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja/buruh dengan
pengusaha, yang terjadi setelah diadakan perjanjian kerja oleh

pekerja/buruh dengan pengusaha, dimana pekerja/buruh menyatakan

3 % Ibid., h. 11.
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kesanggupannya untuk bekerja pada pengusaha dengan menerima upah
dan pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh
dengan membayar upah.®

Pengertian hubungan kerja tersebut, terkandung arti bahwa pihak
pekerja/buruh dalam melakukan pekerjaan berada di bawah pimpinan
pihak lain yang disebut pengusaha. Hubungan kerja pada dasarnya
meliputi hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian kerja sebagai dasar
hubungan kerja, hak dan kewajban para pihak, berakhirnya hubungan
kerja, dan penyelesaian perselisihan antara pihak-pihak yang
bersangkutan.®*

Hubungan kerja sebagai bentuk hukum yang lahir atau ada setelah
adanya perjanjian kerja yang dilakukan antara pekerja/buruh dengan
pengusaha. Perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha dengan
pekerja/buruh tidak boleh bertentangan dengan perjanjian kerja bersama
yang dibuat oleh pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh yang ada
pada perusahaan. Demikian pula perjanjian kerja tersebut tidak boleh
bertentangan dengan peraturan perusahaan yang dibuat oleh pengusaha.®
a. Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu

mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah dari pihak kedua

yakni majikan, dan majikan mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh

% Sendjun H. Manulang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, (Jakarta: PT.

Rineka Cipta, 1998), h. 63.

81 Agusmidah, Dinamika dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Bogor:

Ghalia Indonesia, 2010), h. 43.

82 Zaeni Asyhadie, Hukum Perburuhan Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja,

(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 44.
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dengan membayar upah. ®® Pengertian perjanjian kerja berdasarkan

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

puljig eydin yeH

Ketenagakerjaan tersebut, sifatnya lebih umum karena pengertian tersebut
menunjuk pada hubungan antara pekerja/burun dan pengusaha yang

memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Syarat kerja

Buepun-buepu

berkaitan dengan pengakuan terhadap serikat pekerja, sedangkan hak dan
kewajiban para pihak salah satunya adalah upah disamping hak dan
kewajiban lain yang akan dibicarakan secara tersendiri.®*
Berdasarkan pengertian perjanjian kerja, dapat ditarik beberapa
unsur perjanjian kerja, yakni :
Z = 1) Ada pekerjaan
: Perjanjian kerja harus ada pekerjaan yang diperjanjiakn (objek
perjanjian) dan pekerjaan itu haruslah dilakukan sendiri oleh
pekerja/buruh.
2) Ada upah
Upah harus ada dalam setiap hubungan kerja, karena upah
memegang peranan penting dalam hubungan kerja (perjanjian kerja),

bahkan dapat dikatakan tujuan utama orang bekerja adalah untuk

undede

mendapatkan upah.

3) Ada perintah

Perintah merupakan unsur yang paling khas dari hubungan

1S NIN Uizl edue)

= kerja, maksudnya pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja/buruh berada

ey sr

di bawah perintah pengusaha.®

nery
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8 Lalu Husni, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2010), h. 64.

* 1bid., h. 65.

% Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 47
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b. Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Perjanjian kerja bersama merupakan pengganti istilah
Kesepakatan Kerja Bersama (KKB), yang istilah awalnya adalah

perjanjian  perburuhan.

Perjanjian  kerja bersama dapat
menyeimbangkan keberadan dan kedudukan antara pengusaha dan
pekerja/buruh. Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa :

Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil
perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat
pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung
jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa
pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat
kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.®’

Penyusunan perjanjian kerja bersama dilakukan secara
musyawarah atau perundingan dan dibuat secara tertulis dengan huruf
latin dan bahsa Indonesia. ® Perjanjian kerja bersama cukup
didaftarkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan karena perjanjian kerja bersama yang dibuat oleh
serikat pekerja/serikat buruh dan pengusaha dianggap sudah dapat
mewakili kepentingan pekerja/buruh sebagai pihak yang lemah.
Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan
perjanjian kerja bersama, antara lain sebagai berikut :

1) Dalam satu perusahaan hanya dapat dibuat satu perjanjian kerja

bersama yang berlaku bagi semua pekerja/buruh di perusahaan
tersebut.

® Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h. 172.
%7 pasal 1 angka 21, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
%8 Hardijan Rusli, Op. Cit., h. 172.
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2) Serikat pekerja/serikat buruh yang berhak mewakili pekerja/buruh
dalam melakukan perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama
dengan pengusaha adalah yang memiliki anggota lebih dari 50%
dari  jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan yang
bersangkutan.

3) Perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila isi
perjanjian kerja berasama tersebut bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku maka ketentuan yang
bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.®®

Masa berlaku perjanjian kerja bersama hanya dapat dibuat untuk
paling lama dua tahun, untuk selanjutnya dapat diperpanjang untuk paling
lama satu tahun. Jika tidak terdapat ketentuan lain, maka perjanjian kerja
bersama yang telah dibuat berlaku terus-menerus untuk waktu yang sama,
tetapi tidak melebihi waktu satu tahun kecuali ada pernyataan untuk
mengakhiri yang dapat dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum
waktu perjanjian kerja bersama berakhir.”

Pasal 124 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa perjanjian kerja bersama paling
sedikit :

1) Hak dan kewajiban pengusaha;
2) Hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh;
3) Jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama;

4) Tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama.”

% Adrian Sutedi, Op. Cit., h. 53.
7 Sendjun H. Manulang, Op. Cit., h. 79.
" pasal 124 ayat (1), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
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2. Hubungan Industrial

Hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang
tersangkut atau berkepentingan atas proses produksi atau pelayanan jasa
disuatu perusahaan.’

Sektor industri yang berkembang sampai saat ini ternyata masih

Buepun-6uepun 1Bunpuig e1din ¥eH

didominasi oleh industri padat tenaga kerja, yang biasanya memiliki mata
rantai relatif pendek, sehingga penciptaan nilai tambah juga relatif kecil.
Akan tetapi karena besarnya populasi unit usaha maka kontribusi terhadap
perekonomian tetap besar. Terdapat tiga unsur pelaku ekonomi yang

mendukung perkembangan sektor industri, yaitu Badan Usaha Milik

INIS ralie

Swasta (BUMS), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pengusaha

kecil/menengah, serta koperasi ( PKMK). Pada tahun 2004 jumlah industri

~nn Bkie
sIn) eAJE

kecil dan menengah sekitar 2,74 juta unit, sedangkan industri besar hanya

\UBull UED ueyjuinju

ejep 1u

L

3.879 unit. Kondisi jumlah unit usaha begitu kontras dengan Produk

ngs;

njuag

Domestik Bruto (PDB) yang dihasilkan, industri kecil dan menengah

hanya menghasilkan PDB atas harga konstan tahun 2000 sebesar Rp. 119

Jaguins uey

undede ¥

triliun, atau 28,4 persen dari suatu output sektor industri dan 61,6 persen
sisanya dihasilkan oleh industri-industri besar baik BUMS maupun

BUMN."
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2 Abdul R. Budiono, Hukum Perburuhan, (Jakarta: Indeks, 2011), h. 67.
™ Karya Indonesia, Peranan Industri Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional, (Jakarta:
Jurnal, Edisi 4, 2008), h. 4.
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3. Perselisihan Hubungan Industrial

a. Pengertian Perselisihan Hubungan Industrial

sunpuljig eidio ¥yeH

Sebelum membahas mengenai perselisihan  hubungan
industrial, maka harus diketahui pengertian hubungan industrial.
Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa :

Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang
terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau
jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah
yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945.

Hubungan industrial mencakup hal yang dikaitkan dengan
interaksi manusia di tempat kerja. Oleh karena itu, manusia sebagai
makhluk sosial dalam berinteraksi selalu terdapat persamaan dan

perbedaan dalam pandangan yang dapat menimbulkan perselisihan,

ynuag wejejf

yang dikenal dengan perselisihan hubungan industrial. Hal ini dapat

Jaguins ueMingaAusul Ue

undede

berdampak terganggunya suasana kerja dan berakibat pada penurunan
kinerja serta produksi di tempat kerja.

Perselisihan hubungan industrial disebut dengan perselisihan

¥ uesijnuad ‘ue

perburuhan, tetapi seiring dengan perkembangan di bidang
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ketenagakerjaan istilah buruh sudah tidak sesuai maka sejak

nery

diberlakukan Kepmenaker Nomor: KEP. 15/MEN/1994 tentang
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" pasal 1 angka 16, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
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Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan
Hubungan Kerja di Tingkat Perusahaan dan Pemerataraan, istilah
perselisihan perburuhan diganti dengan istilah perselisihan hubungan
industrial.

Di dalam suatu perselisihan yang timbul antara pekerja
(masyarakat karya) dengan para pengusaha atau perusahaan di dalam
politik hukum dapat membentuk suatu masyarakat hukum yang timbul
dari perselisihan antara kedua belah pihak tersebut dengan memiliki
rasa keharusan (didalam tubuh para pekerja) yang mereka inginkan
yaitu, rasa keharusan sosial (sentiment de la socialite), dan rasa
keadilan (sentiment de lajustice). Kedua rasa inilah yang kerapkali
diperjuangkan oleh buruh.”

Terdapat beberapa jenis perselisihan hubungan industrial, yaitu :

1) Tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan
terhadap ketentuan perjanjian kerja.

3) Tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan
terhadap peraturan perusahaan.

4) Tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan
terhadap ketentuan perjanjian kerja sama.

5) Tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.”®

Perselisihan kepentingan yaitu perselisihan yang timbul dalam

hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai

pembuatan, dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan

"> Bernard, L. Tanya, Teori Hukum, Teori Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi,
(Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), h. 69.
’® Abdul R. Budiono, Op. Cit., h. 218.
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dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja

bersama. Jika pasal tersebut disimpulkan, dapat diambil suatu

sunpuljig eidio ¥yeH

kesimpulan terhadap unsur-unsur pembentuk perselisihan kepentingan

tersebut yaitu :

1) Ada perselisihan.

2) Dalam hubungan kerja.

3) Tidak ada kesesuaian pendapat.

4) Mengenai pembuatan, dan atau perubahan syarat-syarat kerja.

5) Di dalam perjanjian Kkerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian
kerja bersama.”’

Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan
yang timbulkarena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai
pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.
Sedangkan perselisihan atar serikat pekerja/serikat buruh adalah :

“Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat
pekerja/serikat buruh lain hanya daalam satu perusahaan, karena tidak
adanya kesesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan

kewajiban serikat peker;j a”.’

ynuag wejejf

Berdasarkan rumusan mengenai perselisinan antar serikat

Jaguins ueMingaAusul Ue

undede

pekerja/serikat buruh tersebut dapat dibuat suatu kesimpulan bahwa

perselisinan antar serikat pekerja/serikat buruh terdapat suatu unsur-

¥ uesijnuad ‘ue

unsur pembentuk yaitu :
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1) Ada perselisihan antar serikat buruh.

2) Dalam satu perusahaan.

3) Tidak ada kesesuaian paham mengenai keanggotaan; tidak ada
kesesuaian paham mengenai pelaksanaan hak serikat pekerja; tidak

21
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" Ibid., h. 219.
® pasal 1 ayat (5), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial.
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ada kesesuaian paham mengenai pelaksanaan kewajiban serikat
pekerja.”

b. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, penyelesaian

perselisinan hubungan industrial dilaksanakan berdasarkan Undang-

Buepun-6uepun 1Bunpuig e1din ¥eH

Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang
Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan swasta.

Penyelesaian berdasarkan kedua undang-undang tersebut

ternyata dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan

INIS ralie

masyarakat, karena tidak dapat lagi mengakomodasi perkembangan

yang terjadi terutama mengenai hak-hak pekerja/buruh.®

~nn Bkie
sIn) eAJE

Pada prinsipnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial

uswl uep ueyuinju

ejep 1u

dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dan berunding

L

ngs

bersama antara pekerja/buruh dan pengusaha yang terlibat, baik secara

njuag

bipartit maupun diperantarai oleh pihak ketiga yang bersifat netral

Jaguins uey
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maupun tidak (non litigasi). Hal ini dikarenakan penyelesaian
perselisinan hubungan industrial di luar Pengadilan Hubungan

Industrial jauh lebih menguntungkan kedua belah pihak dan menekan
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® Abdul R. Budiono, Op. Cit., h. 219.
8 Lilik Mulyadi dan Agus Subroto, Penyelesaian Perkara Pengadilan Hubungan Industrial
Dalam Teori Dan Praktik, (Bandung: PT. Alumni, 2011), h. 61.
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Apabila penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang
dilakukan di luar Pengadilan Hubungan Industrial tidak mencapai
kesepakatan, maka penyelesaian perselisihan dapat dilanjutkan untuk
diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial (litigasi). Pengadilan
Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada dalam
lingkungan peradilan umum, mempunyai kewenangan untuk
memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perselisihan
hubungan industrial yang diajukan kepadanya.®

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,
yaitu Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang
memeriksa dan memutus :

1) Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;

2) Di tingat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;

3) Di _tingkat pertama mengenai perselisinan pemutusan hubungan

4) lI<Dei”t?r;lgkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat
pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan.®

Konsiliasi

Terdapat beberapa metode/cara dalam  menyelesaikan
perselisinan hubungan industrial yaitu dengan metode konsiliasi.
Konsiliasi yaitu penyelesaian perselisihan, perselisihan kepentingan,

perselisinan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penyelesaian

perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh yang masih dalam

81 H
Ibid., h. 86.
82 pasal 56, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial.
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satu perusahaan yang ditengahi oleh satu atau lebih konsiliator yang
netral. # Dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial
dengan cara konsiliasi ditengahi oleh konsiliator, yaitu seorang atau

lebih yang telah memenuhi syarat konsiliator instansi yang

bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.®*
d. Arbitrase
Arbitrase menurut Pasal 1 angka 16 UU No. 2 Tahun 2004 adalah :

Penyelesaian suatu perselisinan kepentingan, dan perselisihan antar
serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, di luar
Pengadilan Hubungan Industrial melaalui kesepakatan tertulis dari para
pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan
kepada arbiter yang putusanya mengikat para pihak dan bersifat final.%°

Penyelesaian dengan arbitrase ditengahi oleh Arbiter yaitu :

“Seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang berselisih dari
daftar arbiter yang ditetapkan oleh Menteri untuk memberikan
keputusan mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antra
SP/SB hanya dalam satu perusahaan yang diserahkan penyelesaianya
melalui arbitrase yang putusanya mengikat para pihak dan bersifat
final. Penyelesaian melalui arbiter dilakukan atas dasar kesepakatan
para pihak yang berselisih”.2

e. Mediasi
Ditinjau secara konseptual, mediasi berasal dari bahasa inggris

mediationyang berarti perantaraan,®” sedangkan dalam bahasa Belanda

8 pasal 1 angka 13, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial.

8 Muslikhudin, Resume Undang-Undang Ketenagakerjaan (Bidang Hubungan Industrial)
Dan Peraturan Pelaksanaannya Serta Undang-Undang No. 02 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian
Perselisinan Hubungan Industrial), (Jateng: PHI/PHK BP3TK, 2011), h. 90.

® pasal 1 angka 15, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial.

8 Muslikhudin, Op. Cit., h. 92.

8 As’Adi, Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia,
(‘Yogyakarta: Graha llmu, 2012), h. 3.
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disebut medioartinya pertengahan dan dalam kamus besar bahasa

I1g exdid ey

1

Indonesia mediasi berarti menengahi.®®
Mediasi merupakan negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang

memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif dan dapat

-Buepupn 1Bunpui

membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktifitas
mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar menawar.....bila tidak
ada negosiasi.....tidak ada mediasi.®

Sedangkan pengertian mediasi dalam hubungan industrial adalah
penyelesaian perselisinan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan
pemutusan hubungan industrial, dan penyelesaian perselisihan antar
serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang
ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral.*

Mediator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediator
berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004
tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah :

Pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang
ditetapkan oleh menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan
mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak
yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan

kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan
antarserikat pekerja/serikat buruh hanya dalam suatu perusahaan.*
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% Ibid., h. 3.

% 1bid., h. 4.

% Abdul R Budiono, Op. Cit., h. 226.

! pasal 1 angka 12, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial.
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waktu selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah menerima pelimpahan

penyelesaian perselisihan, mediator harus mengadakan penelitian tentang

sunpuljig eidio ¥yeH

duduk perkara dan segera mengadakan sidang mediasi. Mediator juga
dapat memanggil saksi atau saksi ahli untuk hadir dalam sidang mediasi
guna diminta dan didengan keterangannya.

4. Jenis Perselisihan Hubungan Industrial

Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang

mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha
dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/burun karena adanya
perselisinan hak, perselisinan kepentingan, perselisinan hubungan kerja
(PHK) dan perselisihan antar serikat pekerja/buruh hanya dalam satu
perusahaan. Dengan demikian, maka dapat diliat bahwa ada 4 (empat)
jenis perselisihan hubungan industrial, yaitu :
a. Perselisihan Hak

Perselisinan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat

ynuag wejejf

adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan

peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan

Jaguins ueMingaAusul Ue
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atau perjanjain kerja bersama (Pasal 1 ayat (2) UUPPHI). Menurut

Iman Soepomo, perselisihan hak (rechtsgeschil) adalah perselisihan
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yang timbul karena salah satu pihak pada perjanjian kerja atau
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perjanjian perburuhan tidak memenuhi isi perjanjian itu ataupun
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%2 pyjiyo Ugo, Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2010), h. 27.
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b. Perselisihan Kepentingan

Perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak
adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan atau perubahan
syarat-syarat kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja

bersama (Pasal 1 ayat (3) UUPPHI). Menurut Iman Soepomo,

Buepun-6uepun 1Bunpuig e1din ¥eH

perselisihnan kepentingan adalah mengenai usaha mengadakan
perubahan dalam syarat-syarat perburuhan, biasanya perbaikan syarat
perburuhan, yang olehorganisasi buruh dituntutkan kepada majikan.
c. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian
pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh
salah satu pihak (Pasal 1 ayat (4) UUPPHI). Jadi perselisihan PHK itu

timbul setelah adanya PHK yang dilakukan oleh salah satu pihak yang

- - - { -
EB|Ep Ul SI|N] EAIBY

L

tidak menyetujui atau keberatan atas adanya PHK tersebut.dengan kata

aq

lain, setelah adanya PHK maka timbullah perselisihan yaitu

perselisihnan PHK. Perselisihan PHK antara lain mengenai sah atau

undede yr

tidaknya alas an PHK dan besaran kompensasi atas PHK.jenis

perselisinan PHK ini adalah jenis perselisihan yang banyak terjadi di

NS NIN uizi edug)
| uesijnuad

dalam praktir ketenagakerjaan.

eyS

neje iy

d. Perselisihan antar-Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam satu

|
|

‘nel

perusahaan.
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% Ibid., h. 33.
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g,

e
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Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004,
ikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya

perselisinan antar serikat pekerja/serikat buruh adalah perselisihan antara
W oseri

— dalam satu perusahaan, karena tidak adanya pesesuaian paham mengenai
keanggotaan, pelaksaan hak, dan kewajiban keserikat pekerjaan.**

o
=

© Hak cipta mi N Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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% Ibid., h. 46-47.
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